
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 
4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

WALIKOTA GUNUNGSITOLI, 

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir perubahan nomenklatur perangkat 
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 
8 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, salah satu ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota 
Gunungsitoli, perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan 
Pemerintah Kota Gunungsitoli; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 24 TAHON 
2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI 

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI 
NOMOR 40 TAHON 2017 

TENTANG 

WALIKOTA GUNUNGSITOLI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

SALINAN ) 



2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidang Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661); 

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4931); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5153); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887); 

12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 
Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



W alikota Gunungsitoli 
Wakil Walikota Gunungsitoli 
Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli 
lnspektur Kota Gunungsitoli 
Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat 
Daerah Kota Gunungsitoli 
Sekretaris Inspektorat Kota Gunungsitoli 

Inspektur Pembantu Bidang 
Pemerintahan Kota Gunungsitoli 

- Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 
Pada Sekretariat Dae rah Kota 
Gunungsitoli 

a. Pembina 
b. Wakil Pembina 
c. Pengarah 
d. Ketua 
e. Wakil Ketua 

f. Sekretaris 
g. Anggota 

{ 1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi 
dibentuk UPG. 

(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri dari: 

Pasal 8 

Salah satu ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 
24 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Pemerintah Kata Gunungsitoli, yakni Pasal 8 diubah 
sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG 
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Bebas Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaporan dan Penerapan Status Gratifikasi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Pelaporan dan Penerapan Status 
Gratifikasi; 

18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota 
Gunungsitoli. 

Menetapkan 



ORANI WILFRID LASE, SH 
PENATA TK.I 
NIP. 19700424 200112 1 002 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HOKUM 
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI, + 

c: -,. (( 

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 40 

AGUSTINUS ZEGA 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA GUNUNGSITOLI, 

Diundangkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 25 Juli 2017 

LAKHOMIZARO ZEBUA 

ttd 

WALIKOTA GUNUNGSITOLI, 

Ditetapkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 25 Juli 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Gunungsitoli. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(3) Untuk membantu pelaksanaan UPG, dibentuk Sekretariat UPG 
yang dipimpin oleh Sekretaris UPG. 

(4) Susunan Keanggotaan UPG sebagimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 



ORANI WILFRID LASE, SH 
PENATATK.I 
NIP. 19700424 200112 1 002 

-------..._ 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI, 

<::: =), <:::: 

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NO MOR 40 

AGUSTINUS ZEGA 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA GUNUNGSITOLI, 

Diundangkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 25 Juli 201 7 

LAKHOMIZARO ZEBUA 

ttd 

WALIKOTA GUNUNGSITOLI, 

Ditetapkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 25 Juli 201 7 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Gunungsitoli. 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(3) Untuk membantu pelaksanaan UPG, dibentuk Sekretariat UPG 
yang dipimpin oleh Sekretaris UPG. 

(4) Susunan Keanggotaan UPG sebagimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 


